
 
BUPATI BONE 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI BONE 

NOMOR 75 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

BUPATI BONE, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan 

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara       

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014   

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone 

Nomor 6); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud 

dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Bone. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 

Kabupaten Bone. 

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 

Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

Kementerian Negara dan Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat. 

8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang 

mempunyai tugas dan fungsi membantu 

Bupati dalam penyusunan kebijakan dan 

pengorganisasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta 

pelayanan administratif. 
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9. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bone. 

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bone. 

11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bone. 

12. Bidang adalah Bidang pada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bone. 

13. Sub Bagian adalah Sub Bagian                   

pada Sekretariat Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bone. 

14. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bone. 

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya 

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. 

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah 

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bone yang 

melaksanakan kegiatan secara fungsional 

sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan 

organisasi berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

17. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah 

Kelompok Jabatan Pelaksana Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bone. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
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bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Dinas Perhubungan 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan 

terdiri dari : 

a. Kepala dinas 

b. sekretariat terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Program dan Keuangan 

c. bidang lalu lintas jalan terdiri dari : 

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa 

2. Seksi Sarana dan Prasarana             

Lalu Lintas 

3. Seksi Kelaikan Jalan dan Kendaraan 

Bermotor 

d. bidang angkutan dan keselamatan 

transportasi darat terdiri dari : 

1. Seksi Angkutan Jalan 

2. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan 

Penyeberangan 

3. Seksi Keselamatan Transportasi Darat 

e. bidang pengembangan transportasi terdiri 

dari : 

1. Seksi Pengembangan Sistem dan 

Multimoda 

2. Seksi Perhubungan Laut 

3. Seksi Perhubungan Udara 

f. UPTD 

g. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan 

fungsional 
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(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana 

tercantum pada lampiran merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan bupati 

ini. 

 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Dinas Perhubungan 

Pasal 4 

(1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang 

perhubungan berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. 

(2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang 

perhubungan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang 

perhubungan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 

bidang perhubungan; 

d. pelaksanaan administrasi di bidang 

perhubungan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Bagian Kedua 

Sekretariat Dinas 

Pasal 5 

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris 

Dinas yang mempunyai tugas membantu 



 

-7- 

 

 

kepala dinas dalam melaksanakan tugas 

koordinasi di bidang kesekretariatan yang 

menjadi tanggungjawab kedinasan. 

(2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan program dan anggaran pada 

Dinas Perhubungan; 

b. pelaksanaan program dan anggaran;  

c. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas 

Perhubungan dan memberikan pelayanan 

adminsitrasi kepada bidang-bidang lain 

Dinas Perhubungan; 

d. penyusunan bahan dokumentasi dan 

statistik, peraturan perundang-undangan, 

pengelolaan bahan bacaan dan 

penyelenggaraan kemitraan dengan 

masyarakat; 

e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan 

laporan pelaksanaan program kerja kepada 

kepala dinas; 

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 

rumah tangga; 

g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas 

dan kearsipan; 

h. pelaksanaan pembinaan ASN di 

lingkungan Dinas Perhubungan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas terkait tugas dan 

fungsinya. 

 

Pasal 6 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin 

oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

yang mempunyai tugas : 
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a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian 

dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas 

dan pengelolaan kearsipan; 

b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan 

serta data kepegawaian; 

c. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, 

pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, 

kartu askes dan pembinaan karir pegawai; 

d. menyelenggarakan urusan administrasi 

kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan 

penyiapan rapat-rapat dinas; 

e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara 

(ASN) melalui program pendidikan dan 

pelatihan; 

f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan 

kendaraan dinas, gedung kantor, 

perlengkapan kantor dan aset lainnya; 

g. menyiapkan penghapusan sarana dan 

prasarana/perlengkapan/aset; 

h. melaksanakan pembinaan ASN pada Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris terkait tugasnya. 

 

Pasal 7 

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh 

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang 

mempunyai tugas : 

a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 

perencanaan, penyusunan, monitoring, 

pelaporan dan evaluasi program kerja dan 

keuangan; 
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b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan 

program dan penganggaran di lingkungan 

Dinas Perhubungan; 

c. melaksanakan sosialisasi program dan 

keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan; 

d. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, 

laporan triwulan, laporan bulanan, laporan 

pertanggungjawaban dan laporan kinerja; 

e. melaksanakan penyusunan laporan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM); 

f. menyiapkan rencana umum pengadaan; 

g. membuat rencana kerja tahunan; 

h. menyusun program dan kegiatan bidang 

keuangan, menyelenggarakan pelayanan 

administrasi keuangan rutin, melaksanakan 

pembukuan keuangan, menyusun laporan 

keuangan rutin, memelihara bahan dan 

penyelenggaraan dokumen keuangan serta 

membuat laporan pertanggungjawaban 

keuangan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

i. mengidentifikasi dan menginventarisasi 

sumber-sumber penerimaan dinas; 

j. mengatur dan menjalankan adminsitrasi 

keuangan sesuai pedoman akuntansi 

pemerintah dan ketentuan perundang-

undangan; 

k. mengawasi dan melaksanakan verifikasi 

administrasi keuangan; 

l. membina dan mengatur penatausahaan 

perbendaharaan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

m. membuat evaluasi pelaporan kemajuan 

penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) 

secara berkala; 
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n. menyusun rencana dan program kerja Sub 

Bagian Program dan Keuangan; 

o. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan 

dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran 

p. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, 

perbendaharaan, pembukuan keuangan dan 

pelaporan keuangan; 

q. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;  

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Dinas terkait tugasnya. 

 

Bagian Ketiga 

Bidang Lalu Lintas Jalan 

Pasal 8 

(1) Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala 

Bidang Lalu Lintas Jalan yang mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan pemenuhan 

fasilitasi perlengkapan jalan dan pemberian 

izin atau rekomendasi di bidang lalu lintas 

jalan, pengembangan keterpaduan manajemen 

dan rekayasa lalu lintas, prasarana serta 

pelayanan kelaikan kendaraan bermotor dan 

keselamatan angkutan jalan. 

(2) Bidang Lalu Lintas Jalan dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan 

bidang sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. pendistribusian dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan; 
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c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan 

untuk mengetahui tugas-tugas yang telah 

dan belum dilaksanakan; 

d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

f. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, 

pemasangan dan pemeliharaan serta 

peningkatan perlengkapan jalan; 

g. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi unit 

pengujian berkala kendaraan bermotor; 

h. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan 

penyelenggaraan pengujian berkala 

kendaraan bermotor; 

i. pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi 

kompetensi penguji kendaraan bermotor; 

j. pelaksanaan pemeriksaan teknis, 

rekomendasi spesifikasi teknis dan 

registrasi uji tipe kendaraan bermotor, 

kereta gandengan dan kereta tempelan; 

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

perusahaan konstruksi/karoseri 

kendaraan bermotor; 

l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

perusahaan konstruksi/karoseri 

kendaraan bermotor; 

m. pembuatan regulasi di bidang lalu lintas; 

dan 

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas terkait tugas dan 

fungsinya. 
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Pasal 9 

Seksi Manajemen dan Rekayasa dipimpin oleh 

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa yang 

mempunyai tugas : 

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan 

seksi manajemen dan rekayasa; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

c. membuat konsep, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

e. menyiapkan bahan perencanaan, penentuan 

lokasi fasilitasi perlengkapan jalan; 

f. melakukan evaluasi dan menyiapkan bahan 

kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 

g. menyiapkan bahan penanganan daerah rawan 

kemacetan, rawan kecelakaan dan daerah 

rawan bencana; 

h. melaksanakan kegiatan dalam rangka 

mewujudkan, mendukung dan memelihara 

keamanan, keselamatan, ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas; 

i. melakukan perencanaan, pengaturan, 

perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan 

lalu lintas; 

j. melaksanakan inventarisasi dan analisis 

situasi arus lalu lintas; 

k. melaksanakan inventarisasi dan analisis 

ketersediaan daya tampung jalan; 

l. melaksanakan inventarisasi dan analisis 

tingkat pelayanan jalan; 

m. melakukan audit dan inspeksi keselamatan 

lalu lintas angkutan jalan di Kabupaten Bone; 
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n. menyiapkan dan menyusun bahan ususlan 

manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan 

kabupaten; 

o. memberikan rekomendasi dan penilaian 

terhadap usulan manajemen dan rekayasa lalu 

lintas di jalan nasional dan jalan provinsi; 

p. melakukan survei dan memberikan 

rekomendasi terhadap hasil uji laik fungsi 

jalan; 

q. memberikan rekomendasi dan evaluasi 

terhadap ijin pemanfaatan ruang pada wilayah 

kawasan pengendalian ketat; 

r. menyiapkan bahan dan evaluasi penilaian dan 

pemberian rekomendasi analisa dampak lalu 

lintas di jalan kabupaten; 

s. melakukan kajian dan evaluasi terhadap 

kondisi lalu lintas di ruas jalan kabupaten; 

t. melaksanakan inventarisasi, registrasi surat-

surat kendaraan bermotor; 

u. melakukan kajian dan evaluasi terhadap 

daerah rawan kemacetan dan daerah rawan 

kecelakaan yang berada di ruas jalan 

kabupaten; 

v. menyiapkan bahan pemantauan dan 

pengawasan terhadap operasional fasilitas lalu 

lintas jalan dan fasilitas pendukung lainnya; 

w. mendukung kegiatan patroli pengawalan; 

x. menyiapkan bahan pemberian ijin penggunaan 

jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; 

y. melakukan pembinaan kepada masyarakat 

terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas 

jalan; 

z. menyiapkan bahan serta memberikan 

rekomendasi terhadap rencana induk lalu 
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lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan 

kabupaten; dan 

aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan terkait 

tugasnya. 

 

Pasal 10 

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dipimpin 

oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu 

Lintas yang mempunyai tugas : 

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan 

seksi sarana dan prasarana lalu lintas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

c. membuat konsep, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

e. melaksanakan pengadaan, pemasangan, 

pembangunan serta pemeliharaan fasilitas 

perlengkapan serta fasilitas pendukung 

lainnya; 

f. melaksanakan perencanaan dan penentuan 

lokasi penyelenggaraan dan pembangunan 

fasilitas parkir untuk umum; 

g. melaksanakan pembinaan melalui bimbingan 

penyuluhan kepada petugas parkir; 

h. menghimpun dan menganalisa data guna 

pengelolaan dan manajemen parkir; 

i. mengadakan pengawasan dan evaluasi 

pelaksanaan perparkiran; 

j. menyiapkan bahan peningkatan dan 

pengembangan sarana dan prasarana lalu 

lintas; 
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k. melakukan pemantuan dan penilaian terhadap 

kondisi fasilitas perlengkapan jalan; 

l. menyiapkan rekomendasi penempatan dan 

bahan evaluasi pemasangan fasilitas 

keselamatan; 

m. menyiapkan bahan dan meningkatkan sistem 

informasi manajemen sarana dan prasarana 

lalu lintas; 

n. menyiapkan bahan rekomendasi terhadap 

rencana pengembangan dan pembangunan 

terminal penumpang; 

o. menyiapkan bahan rekomendasi terhadap 

rencana pengembangan dan pembangunan 

terminal; 

p. melaksanakan evaluasi dan pemberian 

rekomendasi terhadap rencana pemasangan 

fasilitas jalan yang dilakukan oleh pihak lain; 

q. menyiapkan rekomendasi dan pemantuan 

serta penertiban terhadap penempatan 

sesuatu benda selain fasilitas lalu lintas; 

r. melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap 

pengelolaan area traffic control system; 

s. menyiapkan bahan pengembangan sistem 

teknologi informasi dan komunikasi sarana 

dan prasarana lalu lintas; 

t. menyiapkan bahan pembangunan prasarana 

dan sarana edukasi terpadu keselamatan dan 

ketertiban lalu lintas; 

u. menyiapkan bahan pengadaan, pembangunan, 

pemeliharaan dan peningkatan prasarana lalu 

lintas; 

v. melaksanakan rekomendasi pengaturan lokasi 

pemasangan iklan dan sejenisnya yang dapat 

mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu 

lintas jalan; dan 
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w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan terkait 

tugasnya. 

 

Pasal 11 

Seksi Kelaikan Jalan dan Kendaraan Bermotor 

dipimpin oleh Kepala Seksi Kelaikan Jalan dan 

Kendaraan Bermotor yang mempunyai tugas : 

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan 

seksi kelaikan jalan dan kendaraan bermotor; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

c. membuat konsep, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

e. menyiapkan bahan pembinaan unit pengujian 

berkala kendaraan bermotor; 

f. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan 

bermotor yang akan dilakuak pengahpusan 

aset, penyelenggaraan dan pengawasan laik 

jalan; 

g. melaksanakan kegiatan pengujian keliling 

kendaraan bermotor; 

h. melakukan evaluasi pelaksanaan pengujian 

kendaraan bermotor secara teknis; 

i. mendistribusikan buku uji dan plat uji pada 

pemilik kendaraan bermotor; 

j. menyiapkan bahan pengusulan sertifikasi 

kompetensi penguji kendaraan bermotor; 

k. melaksanakan pembinaan pengujian 

kendaraan bermotor; 

l. melaksanakan pemberian rekomendasi teknis 

kendaraan bermotor wajib uji; 
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m. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan 

pengolahan data pengujian kendaraan 

bermotor; 

n. melaksanakan penelitian dan penilaian fisik 

kendaraan bermotor roda tiga, bus, angkutan 

umum, angkutan barang, angkutan khusus 

dan keereta gandengan/kereta tempelan; 

o. melaksanakanpemberian rekomendasi 

perusahaan konstruksi/karoseri kendaraan 

bermotor; 

p. melaksanakan pengembangan sistem 

informasi manajemen penelitian dan penilaian 

fisik kendaraan bermotor; 

q. melaksanakan penerbitan bebas uji berkala 

pertama bagi kendaraan yang diuji tipe secara 

lengkap; 

r. melaksanakan pembinaan pengusaha 

konstruksi/karoseri kendaraan bermotor; 

s. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan 

bermotor yang akan dilakukan penghapusan 

aset; dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan terkait 

tugasnya. 

 

Bagian Keempat 

Bidang Angkutan dan Keselamatan 

Transportasi Darat 

Pasal 12 

(1) Bidang Angkutan dan Keselamatan 

Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala 

Bidang Angkutan dan Keselamatan 

Transportasi Darat yang mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan, pembangunan, 

peningkatan pelayanan, perizinan, 
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rekomendasi, pangaturan, pembinaan, 

pengendalian dan operasional serta 

keselamatan angkutan jalan. 

(2) Bidang Angkutan dan Keselamatan 

Transportasi Darat dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan 

bidang sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. pendistribusian dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

c. pengaturan operasional serta manajemen 

dan rekayasa angkutan jalan; 

d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. pelaksanaan urusan angkutan sungai, 

danau dan penyeberangan; 

f. pelaksanaan urusan keselamatan jalan; 

g. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan 

untuk mengetahui tugas-tugas yang telah 

dan belum dilaksanakan; 

h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

i. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, 

pembangunan, peningkatan, 

pengoperasian dan sarana dan prasarana 

angkutan jalan; 

j. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan 

pengawasan sarana dan prarana angkutan 

jalan; 

k. penyiapan bahan pelayanan perizinan dan 

rekomendasi angkutan jalan; 
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l. penyusunan draf penyesuaian tarif batas 

atas dan tarif batas bawah angkutan 

penumpang perdesaan dan perkotaan; 

m. pelaksanaan penetapan jaringan trayek, 

jaringan lintas dan wilayah operasi 

angkuatan jalan; 

n. pelaksanaan pengawasan dan operasi 

penertiban lalu lintas dan angkuta jalan; 

o. pelaksanaan pembinaan dan penegakan 

hukum terhadap pelanggaran lalu lintas 

dan angkutan jalan; 

p. pelaksanaan analisis pelanggaran dan 

kecelakaan lalu lintas; 

q. pelaksanaan pembinaan serta sosialisasi 

keselamatan dan ketertiban lalu lintas 

angkutan jalan; 

r. pelaksanaan investigasi keselamatan lalu 

lintas angkutan jalan; dan 

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas terkait tugas dan 

fungsinya. 

 

Pasal 13 

Seksi Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi 

Angkutan Jalan yang mempunyai tugas : 

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan 

seksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

c. membuat konsep, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang 

tugasnya; 
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e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis operasional angkutan orang 

dan barang; 

f. menyiapkan bahan pemantauan dan analisis 

kinerja operasional layanan angkutan orang 

dan barang; 

g. menyiapkan bahan evaluasi kebutuhan sarana 

angkutan barang, angkutan dalam trayek dan 

angkutan tidak dalam trayek; 

h. menyiapkan bahan analisis dan menyusun 

jadwal perjalanan angkutan dalam trayek; 

i. menyiapkan bahan pemberian izin trayek 

angkutan perdesaan dan perkotaan; 

j. menyiapkan bahan evaluasi dan analisis 

penetapan jaringan trayek dan jaringan lintas 

serta kinerja pelayanan angkutan; 

k. menyiapkan bahan rencana penetapan tarif 

penumpang angkutan perdesaan dan 

perkotaan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan 

Transportasi Darat terkait tugasnya. 

 

Pasal 14 

Seksi Angkutan Sungai, Danau dan 

Penyeberangan (ASDP) dipimpin oleh Kepala Seksi 

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 

(ASDP) yang mempunyai    tugas : 

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan 

seksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan;; 

c. membuat konsep, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 
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d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

e. melaksanakan koordinasi terhadap rumpun 

perhubungan yang berkaitan dengan angkutan 

sungai, danau dan penyeberangan; 

f. menyiapkan data yang berkaitan dengan 

angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 

g. menyiapkan bahan penetapan rencana umum 

penyeberangan lintas kecamatan atau desa 

dalam kabupaten; 

h. menyiapkan bahan penerbitan ijin trayek 

penyelenggaraan angkutan sungai dan danau 

untuk kapal atau perahu yang melayai trayek 

dalam kabupaten; 

i. menyiapkan bahan pengadaan sarana dan 

prasarana keselamatan angkutan sungai, 

danau dan penyeberangan yang melayai trayek 

dalam kabupaten; 

j. menganalisisi, menginventarisir dan 

mengidentifikasi permasalahan angkutan 

sungai, danau dan penyeberangan; 

k. melaksanakan pengawasan pelaksanaan 

angkutan sungai dalam kabupaten; 

l. memelihara aset pemerintah daerah yang ada 

di seksi angkutan sungai, danau dan 

penyeberangan; 

m. mengkoordinir pad jasa tambat perahu yang 

ada di kecamatan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan 

Transportasi Darat terkait tugasnya. 
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Pasal 15 

Seksi Keselamatan Transportasi Darat dipimpin 

oleh Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Darat 

yang mempunyai tugas : 

a. melaksakan penyusunan rencana kegiatan 

seksi sebagai pedoman dalam melaksakan 

tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

c. membuat konsep, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

e. menyiapkan bahan investigasi dan 

rekomendasi keselamatan lalu lintas angkutan 

jalan; 

f. melaksanakan sosialisasi dan kampanye 

keselamatan lalu lintas angkutan jalan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan ramp check 

angkutan jalan; 

h. menyiapkan bahan inventarisasi, pengelolaan 

dan analisis data kecelakaan lalu lintas dan 

angkutan jalan; 

i. melaksanakan penyidikan pelanggaran lalu 

lintas dan angkutan jalan; 

j. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan 

lalu lintas; 

k. melaksanakan operasi keselamatan dan 

ketertiban lalu lintas angkutan jalan; 

l. melaksanakan pembinaan kepada pengusaha 

serta pengemudi angkutan; 

m. melaksanakan kegiatan pengaturan 

operasional lalu lintas; 

n. melaksanakan pengembangan kemampuan 

teknis petugas operasional; 
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o. melaksanakan pembinaan kepeloporan dan 

komunitas masyarakat sadar keselamatan dan 

ketertiban lalu lintas angkutan jalan; 

p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

angkutan barang khusus dan angkutan 

barang beracun dan berbahaya; 

q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian 

operasional terminal angkutan orang dan 

barang;  

r. melaksanakan pengadaan kendaraan 

sosialisasi dan operasional keselamatan, alat 

evakuasi kecelakaan lalu lintas dan bencana 

alam; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan 

Transportasi Darat terkait tugasnya. 

 

Bagian Kelima 

Bidang Pengembangan Transportasi 

Pasal 16 

(1) Bidang Pengembangan Transportasi dipimpin 

oleh Kepala Bidang Pengembangan 

Transportasi yang mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan pengumpulan dan 

pengolahan data, studi/kajian pengembangan 

transportasi, penguatan kerjasama sektor 

transportasi, perumusan kebijakan teknis 

transportasi, pembangunan, peningkatan serta 

pembinaan sektor kebandarudaraan. 

(2) Bidang Pengembangan Transportasi dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kegiatan bidang 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 
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b. pendistribusian dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan; 

d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

f. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi 

transportasi multimoda yang terpadu dan 

berkelanjutan; 

g. penyusunan dokumen studi/kajian/ 

penelitian sektor transportasi; 

h. penyusunan pengembangan dan 

penerapan sistem informasi manajemen 

dan teknologi informasi sektor 

transportasi; 

i. penguatan kerjasama antara 

lembaga/instansi sektor transportasi; 

j. penyusunan rencana, monitoring evaluasi 

transportasi multimoda yang terpadu dan 

berkelanjutan; 

k. pelaksanaan sosialisasi dan kampanye 

keselamatan penerbangan; 

l. pelaksanaan koordinasi pembangunan dan 

fasilitas bandar udara; 

m. pelaksanaan koordinasi pelayanan 

angkutan pesawat udara; 

n. pelaksanaan pengawasan dan 

pengendalian keamanan dan ketertiban di 

kawasan bandara; 

o. penyiapan bahan kelengkapan penerbitan 

IMB yang berada di kawasan keselamatan 

operasional penerbangan; 
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p. pelaksanaan monitoring pembangunan dan 

pelayanan angkutan udara; 

q. pelaksanaan koordinasi pembangunan 

keterpaduan transportasi antarmoda; 

r. pelaksanaan koordinasi pembangunan 

sarana dan prasarana transportasi antar 

dan intermoda; dan 

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas terkait tugas dan 

fungsinya. 

 

Pasal 17 

Seksi Pengembangan Sistem dan Multimoda 

dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Sistem 

dan Multimoda yang mempunyai  tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan pengembangan 

sistem multimoda; 

b. mendistribusikan tugas-tugas kepada 

bawahan; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan; 

d. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf 

naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat dan koordinasi; 

f. menyiapkan data dan informasi sistem 

transportasi multimoda; 

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana 

program kegiatan pengembangan transportasi 

yang terpadu dan berkelanjutan; 

h. menyiapkan bahan penyusunan dokumen 

studi/kajian/penelitian transportasi; 

i. menerapkan sistem informasi manajemen 

transportasi; 

j. melaksanakan rekomendasi dokumen tataran 

transportasi lokal (tatralok); 
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k. menyiapkan bahan kerjasama dan koordinasi 

antara lembaga/instansi sektor transportasi; 

dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Pengembangan Transportasi 

terkait tugasnya. 

 

Pasal 18 

Seksi Perhubungan Laut dipimpin oleh Kepala 

Seksi Perhubungan Laut yang mempunyai tugas : 

a. menyusun dan melaksanakan rencana 

kegiatan; 

b. mendistribusikan tugas dan tanggung jawab 

kepada bawahan; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi 

perhubungan laut; 

d. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf 

naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat dan koordinasi; 

f. menyiapkan perencanaan, pengaturan, 

pengawasan dan pengendalian kepelabuhan 

sesuai dengan kewenangan daerah; 

g. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pengembangan dan 

pembangunan pelabuhan dan terminal 

khusus; 

h. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan 

kampanye keselamatan pelayaran; 

i. melaksanakan pengendalian keamanan dan 

ketertiban di lingkungan kepentingan 

pelabuhan; 

j. menyusun dan menyiapkan bahan dalam 

rangka pemberian rekomendasi rencana induk 
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pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan 

daerah lingkungan kepentingan pelabuhan; 

k. menyusun dan menyiapkan pelayanan jasa 

kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelabuhan yang dikelola oleh 

pemerintah daerah; 

l. memberikan layanan teknis kepelabuhanan 

sesuai kewenangan daerah dan standar 

pelayanan minimal sektor perhubungan laut; 

m. melaksanakan koordinasi desain teknis 

pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi, 

tofografi, penempatan dan konstruksi sarana 

bantu navigasi, alur pelayaran serta tata letak 

dan kapasitas peralatan di pelabuhan; 

n. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan 

rekomendasi terhadap penutuhan kapal; 

o. menerbitkan tanda kebangsaan kapal, tanda 

selar dan sertifikat kapal sesuai kewenangan 

pemerintah daerah kabupaten; 

p. memberikan pertimbangan teknis terhadap 

penambahan dan pengembangan fasilitas 

pokok pelabuhan lokal; 

q. mkoordinasi pelayanan lalu lintas angkutan 

laut; 

r. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Pengembangan Transportasi 

terkait tugasnya. 

 

Pasal 19 

Seksi Perhubungan Udara dipimpin oleh Kepala 

Seksi Perhubungan Udara yang mempunyai   

tugas : 
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a. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi 

penetapan lokasi bandar udara; 

b. menyiapkan bahan pengendalian dan 

pengawasan dan penyelenggaran 

pembangunan bandar udara; 

c. melaksanakan sosialisasi dan kampanye 

keselamatan penerbangan; 

d. melaksanakan koordinasi pembangunan dan 

fasilitas bandar udara; 

e. melaksanakan koordinasi pelayanan angkutan 

pesawat udara; 

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian 

keamanan dan ketertiban di kawasan 

bandara; 

g. melaksanakan monitoring pembangunan dan 

pelayanan angkutan udara; 

h. menyiapkan bahan pengendalian 

penyelenggaraan teknisi bandara; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Pengembangan Transportasi 

terkait tugasnya. 

 

Bagian Keenam 

UPT Dinas 

Pasal 20 

(1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas 

yang mempunyai tugas membantu kepala 

dinas sesuai bidang tugas yang diurusi. 

(2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 
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Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Pelaksana dan            

Jabatan Fungsional 

Pasal 21 

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas 

membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi 

terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 22 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melakukan kegiatan terkait dengan jabatan 

fungsional masing-masing sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 23 

(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam 

berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

(2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang 

tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi 

pada satuan kerja di lingkungan Dinas 

Perhubungan. 

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana 

dimaksud ayat (1),  ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud ayat (1),  ditetapkan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 24 

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya 

berdasarkan kebijaksanaan umum yang 

ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu 

untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, 

maka hal tersebut diajukan kepada Bupati 

untuk mendapatkan keputusan. 

 

Pasal 25 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, 

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, 

Kepala Seksi, UPTD, Kelompok Jabatan Pelaksana 

dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan 

organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungan 

antara Perangkat Daerah lainnya. 

 

Pasal 26 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di 

lingkungan Dinas wajib memenuhi petunjuk 

dan bertanggungjawab kepada atasan masing-

masing serta menyampaikan laporan berkala 

tepat pada waktunya. 

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan 

satuan organisasi dari bawahannya wajib 

diolah dan dipergunakan sebagaimana 

mestinya sebagai bahan untuk memberikan 

petunjuk kepada bawahannya. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan 

satuan organisasi wajib mengadakan rapat 

koordinasi secara berkala. 
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Pasal 27 

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan 

menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat 

menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan bila 

Sekretaris juga berhalangan maka dapat 

menunjuk salah satu Kepala Bidang dengan 

memperhatikan senioritas kepangkatan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada       

tanggal 1 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah      

Kabupaten Bone. 

 

 

 

Ditetapkan di Watampone 

pada tanggal 
 

BUPATI BONE, 

 
 

 
A. FAHSAR M. PADJALANGI 

 

Diundangkan di Watampone 
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A. SURYA DARMA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR  
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